BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR & TAHUN 2015

TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang :a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Qanun
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 22 Tahun 2011
tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi, telah ditetapkan besarnya tarif
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

b. bahwa dengan besarnya tarif retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi yang ditetapkan, pemungutan
retribusi belum dapat dilakukan secara .optimal
sehingga perlu disesuaikan dengan memperhatikan
kemampuan masyarakat;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, peninjauan tarif retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Kepada Daerah;

d. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian
Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang...
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Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4176);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemecrintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4532);

11. Peraturan Pemerintah...
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun
2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan
Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi
dan Informatika Nomor 30/PER/M.KOMINFO/09/2008;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana
telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin
Mendirikan Bangunan Gedung;

Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18
Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor
07 /PRT/M/2009, Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/P/2009
tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan
Menara Bersama Telekomunikasi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 22 Tahun 2011
tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun
2011 Nomor 22);

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 26 Tahun 2011
tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di
Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011 Nomor 26);

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15
Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Tamiang Nomor 28);

MEMUTUSKAN :
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya
disebut  Pemerintah  Kabupaten adalah unsur
penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri
atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Tamiang.

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi kewenangan oleh
Kepala Daerah untuk tugas tertentu di bidang Retribusi
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma,
kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis,
lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta
badan usaha lainnya;

6. Menara adalah bangunan khusus berupa bangun
bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang
untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang
desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan
keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.

7. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut
menara, adalah bangunan-bangunan untuk
kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau
bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi
dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk
kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat
berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul
atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana
fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai
sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

8. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan,
koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik
negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan
instansi pertahanan keamanan negara  yang
menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi.

9. Penyedia...
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9. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan
usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau
badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola
menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh
penyelenggara telekomunikasi.

10. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola
atau mengoprasikan menara yang dimiliki pihak lain.

11.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan
oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan
dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau Badan.

12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi,
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

13. Wajib Retribusi adalah orang atau pribadi atau Badan yang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,
termasuk pungutan atau pemotong Retribusi perizinan
tertentu,

14.Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat
NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP
ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek
lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP
pengganti.

Pasal 2

(1) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
adalah pemanfaatan ruang untuk menara
telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata
ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

(2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
memperoleh pelayanan jasa pengendalian menara
telekomunikasi.

(3) Retribusi  Pengendalian  Menara  Telekomunikasi
digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Pasal 3
Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar
1% (satu persen) dari NJOP Pajak Bumi dan Bangunan

Menara Telekomunikasi.

Pasal 4...

- -



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh
Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, _\ r( vl 2015 M
Vi Bamadian 1436 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

Diundangkan di Karang Baru S ?’HAMDAN SATI

pada tanggal, _ Tul 2015 M
(L( \!amatﬁ,mh 1436 H

. SEKRETARIS DAERAH %
KABUPATEN ACEH TA

RAZU. 1

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2015 NOMOR



